
84 
 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat 

menarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam 

Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur Mass Rapid Transit di Kelurahan 

Lebak Bulus Jakarta selatan secara garis besar sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Beberapa hal  

yang menjadi alasan yaitu karena pada tahapan Pelaksanaan Pemberian Ganti 

Kerugian Pemerintah melalui Panitia Pengadaan Tanah melakukan tahapan 

pengadaan tanah yang sesuai dengan prosedur yang diatur pada Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini Pemerintah 

telah memberikan Ganti Kerugian yang layak kepada pihak yang berhak serta  

bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian yang di berikan oleh Pemerintah 

kepada bekas pemegang hak milik atas tanah sesuai dengan kesepakatan 

bersama melalui muysawarah yang di lakukan bersama dengan bekas 

pemegang hak milik atas tanah. Ganti kerugian yang diberikan oleh 

Pemerintah membawa dampak ekonomi yang positif kepada pihak yang 

berhak karena bekas pemegang hak merasa ganti kerugian yang diberikan 

membawa dampak perkembangan ekonomi yang lebih baik kepada bekas 

pemegang hak. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta, secara khusus kepada   Panitia Pengadaan Tanah agar 

supaya dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan 

umum di masa mendatang menjadi lebih baik lagi dan lebih memperhatikan 

hak-hak dari para pemegang hak atas Tanah, sehingga kegiatan Pengadaan 

Tanah untuk kepentingan umum di masa mendatang tetap memberikan 

kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berhak dan dapat memberikan 

dampak ekonomi yang lebih baik kepada pihak yang berhak sesuai dengan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga bila perlu para 

pemegang hak milik atas tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum di masa mendatang bisa merasakan yang lebih baik dari 

sebagaimana yang telah dirasakan oleh bekas pemegang hak milik atas tanah 

yang terkena Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur Mass Rapid Transit 

di Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan. 
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